BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya,
pada bab ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor
59/G/LH/2023/PTUN.JKT, Majelis Hakim memutuskan bahwa Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK MLHK)
Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan
Lingkungan Hidup untuk kegiatan pertambangan seng dan timbal oleh
PT. Dairi Prima Mineral di Kecamatan Silima Pungga-Pungga,
Kabupaten Dairi, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena
terdapat cacat prosedur dan substansi. Keputusan ini dilandasi oleh
beberapa pertimbangan hukum yang menunjukkan pelanggaran dalam:
a. Aspek kewenangan: Majelis Hakim menemukan bahwa meskipun
secara formal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki
kewenangan untuk menerbitkan SK tersebut, pelaksanaannya
mengabaikan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 10
ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.

b. Aspek substansi: Majelis Hakim menilai bahwa dokumen AMDAL

yang menjadi dasar penerbitan SK tidak memadai. AMDAL tersebut
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tidak mencakup analisis risiko bencana sebagaimana dipersyaratkan
oleh Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, yang seharusnya menjadi bagian integral dalam evaluasi
kelayakan lingkungan untuk kegiatan di daerah rawan gempa dan
longsor. Selain itu, lokasi kegiatan pertambangan berada di kawasan
lahan sawah fungsional yang dilindungi oleh Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi, sehingga pelaksanaannya
melanggar peraturan tata ruang yang berlaku.

c. Aspek prosedur: penerbitan SK ini tidak melibatkan partisipasi
masyarakat secara bermakna, melanggar asas keterbukaan dan
partisipasi yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap asas-asas umum
pemerintahan yang baik, khususnya asas keterbukaan, serta
mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui informasi terkait
kegiatan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

2. Implikasi hukum putusan ini dapat dilihat secara ex- nunc, yaitu surat
keputusan dianggap tidak sah sejak putusan pengadilan dikeluarkan.
Sehingga, akibat hukum dari implikasi secara ex- nunc yaitu keputusan
tidak memiliki kekuatan hukum, tanggung jawab administrasi dan
hukum MLHK RI, penghentian kegiatan tambang PT. Dairi Prima

Mineral dan potensi ganti rugi
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B. Saran

Dari simpulan tersebut, maka penulis ingin mengemukakan saran
guna mengatasi permasalahan yang timbul, dengan uraian sebagai berikut:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia perlu
segera melaksanakan putusan pengadilan dengan mencabut surat
keputusan yang telah dinyatakan batal. Langkah ini merupakan
kewajiban hukum yang harus dilakukan untuk memastikan implementasi
putusan pengadilan berjalan efektif. Selain itu, MLHK RI perlu
meningkatkan proses verifikasi dokumen lingkungan, khususnya Amdal,
dengan memastikan dokumen tersebut memenuhi syarat substansi dan
prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang
mencakup analisis risiko bencana yang relevan untuk wilayah rawan
bencana. MLHK RI juga harus mengutamakan partisipasi masyarakat
secara bermakna dalam setiap tahap proses penyusunan dokumen
lingkungan, agar masyarakat terdampak dapat memberikan masukan
yang relevan terkait kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, MLHK RI
juga harus memastikan dalam menerbitkan Surat Keputusan harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas umum
pemerintahan yang baik agar kejadian yang sama tidak terulang

kedepannya.
2. PT. Dairi Prima Mineral harus mematuhi putusan pengadilan dengan
menghentikan seluruh kegiatan operasional yang didasarkan pada surat

keputusan yang telah dibatalkan. Kegiatan tambang yang berlanjut tanpa
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izin lingkungan yang sah dapat dianggap illegal dan dapat menimbulkan
sanksi hukum lebih lanjut. PT. Dairi Prima Mineral juga perlu menyusun
dokumen Amdal baru yang memenuhi seluruh persyaratan hukum,
termasuk analisis risiko bencana yang mencakup langkah-langkah
mitigasi untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan
lingkungan. Untuk kedepannya, diharapkan PT. Dairi Prima Mineral
dalam penyusunan dokumen Amdal harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan asas-asas hukum lingkungan, agar tidak
menimbulkan kejadian yang sama.

. Bagi Majelis Hakim PTUN disarankan untuk lebih menekankan
penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap putusan yang berkaitan
dengan lingkungan hidup. Prinsip ini sangat relevan untuk memastikan
bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi aspek formal tetapi
juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan
dan masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana. Selain itu, hakim
perlu memberikan perhatian lebih pada asas keterbukaan dan partisipasi
publik dalam proses penyusunan dokumen lingkungan, seperti Amdal.
Hakim dapat memastikan bahwa pelibatan masyarakat terdampak
dilakukan secara substansial, bukan hanya formalitas, sehingga suara
masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan
keputusan.

. Bagi masyarakat terdampak, perlu memanfaatkan hak mereka untuk

terlibat dalam penyusunan dokumen lingkungan dengan aktif
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berpartisipasi dalam forum konsultasi publik. Masyarakat juga harus
memantau pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk memastikan
bahwa kegiatan tambang dihentikan. Jika masyarakat merasa dirugikan
akibat kerusakan lingkungan atau dampak sosial lainnya, masyarakat
dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui mekanisme gugatan

perdata maupun gugatan pidana lingkungan.
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